
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
SafiMn 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 34 TAHUN 2013 

TENTANO 

PERUBAHA.11 KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 

TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAJf IDBAH DAN BANTUA.N SOSIAL 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG II.AHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 42 Peraruran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 'T'ahun 2012 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pcmberian Hibah dan Bantuan 
Sosinl yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Pcraturan Bupati Nomor 30 Tahun 
2012 tcn tang Pengelolaan Pembcrian Hibah dan Banruan 
Sosial; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasya.rakatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3298); 

3 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tcntang Sistcm 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 'l'Ambahnn Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
PenangguJangon Bencana (Lembaron Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
Kesejahteraan Sosial (Lcmbaran Negara 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

tentang 
Rcpublik 

Lembaran 



Menetapkan 
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6 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Peraturon Perundang-Undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negaro Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengeloloan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peroturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemenntah, 
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pcmerintahan Daerah 
Kabupatcn/Kota (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

9 . Pcmturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tencang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraruran Menteri Ualam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011 
tcntang Pcdoman Pcmberian Hibah dan Bontuan Sosial 
yang bersumber dari Anggarnn Pendapatan dan Belanja 
Daerah, scbagaimana telah diubah dcngan Peraturan 
Menteri DaJam Ncgeri Nomor 39 Tahun 2012; 

11. Peraturan Mentcri OaJam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daemh Kabupaten Bojoncgoro Nomor 2 Tahun 
2008 tcntang Urusan Kcwenangan Pemerintahan 
Kabupaten Bojonegoro (Lcmbaran Oacrah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daernh Kabupaten Bojoncgoro Tahun 2008 
Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 51 Tahun 2012. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATJ TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 30 TAHUN 2012 
TENTANG PENGELOLAAN PEMBERlAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL. 
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PasaJ I 

Beberapa ketenruan dalam Peraturan Bupati Bojoncgoro Nomor 30 Tahun 2012 
tcntang Pengelolaan Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial (Serita Oaeroh 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 30), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal l ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 21 ., sehingga 
Pasal 1 berbunyi scbagai bcrikut : 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Knbupaten Bojonegoro. 
2 . Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
3. Bupati Bojonegoro yang sclanjutnya disebUl Bupati adalah KcpaJa 

Daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggnrakan Pemerintahan 
Daerah di Kabupaten Bojonegoro. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Bojonegoro yang 
selanjutnya disingkat DPRO adaJah lembaga perwakilan rakyat dacrah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerimahan Oaerah. 

5. Keuangan Oaerah adalah semua hak dan kewajiban dnerah dalam 
rAngka penyelcnggaraa.n Pemerint.ahan Dacrah yang dapat dinilw dengan 
uang tcrmasuk di dalarnnya segala bcntuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
AP.SD adalah rcncana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disctujui bersoma oleh Pcmerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kcpala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mcmpunyaj 
tugas meln.ksnnakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

8. Satuan Kcrja Pengelola Keunngan Daerah yang selanjutnya disingkaL 
SKPKO adalah perangkat daerah pada Pemerint.ah Daerah yang 
mclaksanakan pengelolaan APBO. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adaJah 
perangkat daerah pada Pemerintah Oaerah selaku pengguna 
anggaran / barang. 

I 0. Perusahaan Dacrah adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupatcn 
Oojoneguro. 

11. Tim Anggaran Pemcrintah Oaerah yang sclanjutnya disingkat TAPD 
odalah tim yang dibentuk dengnn keputusan kepaJn daerah dt:1J1 dipimpin 
olch sekrclaris daernh yang mempunyai tugas mcnyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBO 
yang anggotanya terdiri dari pejabat percncana dacro.h, PPKD dan 
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya djsingkat RKA
PPKD adalah rencana kerja dan anggara.n Sadan Pengclolaan Keuangan 
dan Kekayaan Daerah selaku Bcndahara. Umum Daerah. 
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13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya dJsingkat RKA
SKPD adalah dokumcn perenca.naan dan pcnganggaran yang berisi 
program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sclanjutnya disingkat DPA
PPKO merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengclolaan 
Keuangan dan Kekayaan Daerah sclaku Bendahara Umum Oaerah. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yong selanjutnya disingkat OPA 
SKPO merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pcngguna 
anggaran. 

16. Hi bah adalah pcmbcdun uang/barang atau jasa dan Pemerintah Oaerah 
kepada Pemcrintah atau Pemerintah Dacmh lainnya, perusahaan 
daerah, masya.raknt, dan organisasi kemasyarakatan, yang secum 
spesifik telah ditctapkan perunrukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan Pemcrintah Daerah. 

17. Bantuan Sosial adalah pcmberian bantuan berupa uang/ barang dari 
Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/ a tau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus mcnerus dan selektif yang 
bcrtujuan unruk melindungi dari kemungkinan tcrjadinya rcsiko sosial. 

18. Rcsiko SosiaJ adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mcnimbulkan 
potensi terjadinya kcrcntanan sosiaJ yang ditanggung otch individu, 
kcluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosiaJ, 
krisis ekonomi, krisis politik, fenomcna alam, dan bencona aJam yang 
jika tidak diberikan belanja bantuan sosiaJ akan semak:in terpuruk dan 
tidak dapat hidup daJam kondisi wajar. 

19. Naskah Pcrjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah pcrjanjian hibah yang bersumbcr dari Anggarnn Pendapatan dan 
BelanJa Daerah antara pcmerintah daerah dengan penerima hibah. 

20. Organisasi Kemasyamkatan adaJah organisasi yang dibentuk oleh 
anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarcla 
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan scrta dala.m 
pembangunon daJam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah 
Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila 
tennasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undanRan. 

21. Pengelolaan pembcrinn hibah dan bantuan sosial berisi kctcntuan
kctentuan mengenai perencanaan, pclaksanaan, penatausnhaan, 
pclaporan, pcrtanggungjawaban don pengawasan hibah dan bantuan 
sosiaJ yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, dJantara ayat (I) dan ayat (2) disisipkan 2 
(dua) ayat bnru yaitu ayat ( la) dan ayat (lb), sehingga PasaJ 8 berbunyi 
scbagai berikut : 

PasaJ 8 
(1) Hlbah kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(5) dJberikun dengan persyaratan: 
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a. Memiliki kepengurusan yangjelas; 
b. Berkeduduk.an dala m wilayah o.dministrasi Pcmcrintah Kabupaten 

Bojoncgoro. 
(la) Hibah uang kepada masya rakat dalam bidang keagamaa n, khususnya 

unLuk mushola dan masjid diklasifikasikan sebagai berikUL : 
a. Mushola keluarga tidak dapat dijadikan penerima hibah; 
b. Mushola lingkungan dapat menerima hibah dengan nilai paling 

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuJuh juta rupiah); 
c. Masjid lingkungan/dusun dapat mencrima hibah dengan nilai paling 

banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puJuh lima juta rupiah); 
d . Masjid Jami' (Ma.sjid Desa/Kclurahan) dapat mc::nc::rima hibah dengan 

nilai paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puJuh juta rupiah); 
e. Masjid Besar (Masjid Kecamatan) maupun Masjid Agung (Masjid 

Kabupa ten) dapat menerima hibah sesuai evaluasi kebutuhan. 
(lb) Klasifikasi mushola dan masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (l a) 

didasarkan pada pemyataan Kelua Ta'mir yang bennetcrai cukup dan 
diketahui olch Kepala Desa/Lurah serta Kepala Kantor Urusan Agama 
setempat. 

(2) Hibah kepada organisasi kcmasyarakatan scbagaimana dimaksud 
daJam Pasal 7 ayat (6) diberikan dcngan persyaratan: 
a. Telah terdartar pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sekurang

kurangnya 3 (tiga) lahun, kccuali ditentukan lain oleh keternuan 
Peraturan Pcrundang-undangan; 

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro ; 

c. MemiJiki sekretariat tetap. 

3. Kctcntuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagru berikut : 

Pasal 10 
SKPD terkait yang melakukan verifik.asi hibah meliputi: 
a . Urusan pendidikan, pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; 
b. Urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Oinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro; 
c. Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dilaksanakan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; 
d . Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Sadan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Bojonegoro; 
e. Urusan pemberdayaan perempuan dan pcrlindungan anak, dilaksanakan 

oleh Sadan Pemberdayann Perempuan dan Keluarga Be.rencana 
Kabupaten Bojonegoro; 

f. Urusan peningkatan kesejahtcraan rakyat, pcnyelenggaraa.n haji dan 
MTQ dilaksanakan oJeh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Dacrah 
Kabupaten Bojonegoro; 

g. Urusan ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, keagamaan/peribadatan 
dan pcndidikan keagamaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kcrja. 
1'ransmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; 

h. Urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Dinas 
Kopcrasi, Usaha Kccil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; 
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1. Urusan kebudayaan dan panW1sata, dilaksanakan oleh Dinas 
K~budayaan dan Pariwisata Kabupo.ten Bojoncgoro; 

j . Urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

k . Urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan 
Kabupaten Bojonegoro; 

I. Urusan pcmbcrdayaan masyarakal dan Pcmerintahan Oesa, 
dilaksanakan oleh Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa Ka bupaten Bojonegoro; 

m. Urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan 
Keo.rsipan Kabupaten Bojonegoro; 

n. Urusan pertanian, dilaksanakan oleh Oinas Pertanian Kabupatcn 
Bojonegom; 

o. Urusan petemakan dan perikanon dilaksanakan oleh Dines Petemakan 
dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; 

p. Urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas 
Perindustrian dan Pcrdagangan Kabupaten Bojonegoro; 

q. Urusan pcrkebunan dan kehutanan dilaksanakan Dines Perhutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; 

r. Urusan kctcntrama.n dan ketertiban dilaksanakan Kantor Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupatcn Bojonegoro; 

s . Urusan pembinaan kesntuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, 
lcmbaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya 
dilaksanakan oleh Sadan Kesatuan Bangse, Politik dan Perlindungan 
Masyaraka.t Kabupat.en Bojonegoro; 

t. Urusan pengairan, dilaksanakan oleh Oinas Pengairan Kabupaten 
Bojonegoro; 

u. Urusan kebersihan dan pcrtamanan, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kabupaten Bojoncgoro; 

v. Urusan pengembangan sarans pembangunan dilaksanakan olch Bagian 
Pembangunan Sekretariat Oacn1h Kabupatcn Bojonegoro; 

w. SKPD tertentu yang clitunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

4. Ketentuan PasaJ 15 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan l (salu) ayat baru yaitu ayat (la), sehingga Posa.I 15 bcrbunyi 
sebagai bcrikut: 

PasaJ 15 
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang clitandatangani 

bersame oleh KepaJa SKPD terkait atns namn Bupnti dan penerima 
hibah. 

(la) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada ketenruan dalam Pasal 10. 

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (J) paling scdikit memuat 
ketentuan mengenai: 
a . pemberi dan penerima hibah; 
b. tujuan pcmberian hibah; 
c. bcsaran/ rincian penggunann hibah yang okan diterima; 
d . hak dan kewajiban; 
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e. tata cara pcnyAluran/penycraha.n hibah; don 
r. tata cara pelaporan hibah. 

{3) rorma\. NPHD sebagaimana tercamum dalam Lampiran ULA dan 
Lampiran 111.8 yang merupakan bagian tidak lerpisahkun dari Peraluran 
Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten 
Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
Pada tanggal 19 Agustus 2013 

BUPATIBOJONEGORO 

ttd. 

H. SUYO TO 

Diundangkan di Bojoncgoro 
pada tanggal 19 Agustus 2013 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
ltd. 

SOEHADI MOEWONO 

-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 34 . 
• 

~ · an sesuai dengan aslinya 
S DAE~ KABUPATEN BOJONEGORO 

IM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19600131 198603 1 008 



LAMPIRAN In.A PERATURAN BUPATI BOJONEOORO 
NOMOR : 34 TAHUN 2013 
TANOOAL : 19 AOUSTUS 2013 

CONTOH FORMAT 

NASKAH PERJANJlAN HIBAH DAERAH 
(DAL.AM BENTUK UANG) 

Pada hari ini ........................... ..... , tanggaJ ................................. bulan 
.................... tahun ........................... yang bertanda tangan di bawah ini: 

I. Nama 

NIP 

Pangkat 

Jabatan 

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATl BOJONEOORO yang 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

II. Nama 
No. KTP 

AJamat 
Jabatan Kctua ......................................... (organisasi pcncrima hi bah) 

Yang bertindak untuk dan atas nama .......................................................... . 
(organisasi penerima hibah) yang berkedudukan Oesa/ Kelurahan 
............................... Kecamatan ................................. KAbupAten 
Bojoncgoro yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Kedua belo.h pihak scpakat untuk melakukan Pcrjanjian I libah Dacrah dengan 
ketcntuan sebagai berikut: 

Pasal 1 

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada Pl HAK KEDUA, berupa uang 
sebesar Rp ........................... ( ........................................... rupiah) 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dipergunakan untuk 

Pasal 2 

(I) Pencafran dana hi bah dilakukan melalui mekanisme t.mnsfer ke rekening 
PIHAK KEDUA. 

(2) Untuk pencairan hi bah, PII IAK KEDUA lllt:llK1:tjukan permohonan kcpada 
PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri: 
a. Proposal; 
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b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 
c. Foto copy Rekcning yang masih aklif; 
d. PaktA inregritAs ; da n 
e. Kuitansi tanda terima. 

(3) PIHAK KEDUA setclah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera 
melaksa.nakan kegiatan scsuai ketentuan Pcratura.n Pt:rundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 3 

(l) PTHAK KEDUA akan melaksanakan dan bertanggungjawab pcnuh atas 
pelaksanaan program dan kegjatan yang didanai dari hibah yang tclah 
disetujui PIHAK PERTAMA dengan beqledoman pada ketentuan 
perundang-undangan. 

(2) PIHAK KEDUA akan Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membunt dan menyampaikan laporan 
pcnggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA. 

Pasal 4 

( 1) PIHAK PERTAMA bcrhak mcnunda pcncairan dana hibah apabila PIHAK 
KEOUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas 
penggunaan hi bah tx:rdat.arkan laporan pcnanggungjawaban 
penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. 

PasalS 

(1) Naskah Perjanjian Hibah Dacrah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup schingga 
mempunyai kekuatan hukum sama. 

(2} Ht:tl-hal lain yang belum tercantum dala.m NPHD ini dapat diatur lebih 
lanjut dalam Addendum. 

PIHAK KEDUA, 

(Nama Pcnerima Hibah) 

PJHAK PERTAMA, 

(Nama Pemberi Hibah) 

BUPATJBOJONEGORO, 

H. SUYOTO 

Salinan scsuai dengan aslinya 
SE RAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Pembina Utama Madya 
,NTP. 19600131 198603 1 008 



LAMPIRAN 111.B PERATURAN BUPATT BOJONEGORO 
NOMOR : 34 TAHUN 2013 
TANOGAl. : 19 AOUSTUS 2013 

CONTOH FORMAT 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH 
(DAL.AM BENTUK BARANG/ JASA) 

Pada hari ini .................. .. ............ , tanggaJ ................................. buJan 
.................... tahun ........................... y1:ing bertanda tangan di bawah ini: 

I. Nama ................................................................................................. . 
NIP ................................................................................................. . 
Pangkat ......................................... ........................................................ . 
Jabatan .......... ....................................................................................... . 
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATJ BOJONEGORO yang 
sclanjutnya disebuL PIHAK PERTAMA. 

II. Nama ................................................................................................ .. 
No. KTP ...................................................... ........................................... . 
Alamat ................................................................................................. . 
Jabatan Ketua ............................................. (organisasi penerima hibah) 
Yang bertindak untuk dan atas nama 
.................................................................. (organisasi penerima hi bah) yang 
berkedudukan Desa/Kelurahan .................................................. Kecamatan 
................................. Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

PasaJ J 

(1) PIHAK PERTAMA membcrikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa 
barang sejumJah .................................. ..... unit dengan nilai sebcsar 
Rp .................................... ( ... ................................................... rupiah) 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk 

·················································································································· 

PasaJ 2 

(1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam 
kondisi keadaan baik. 

(2) Penyenthan bareng sebagaimana dimaksud ayat ( I) disertai dengan bcrita 
e.cara serah terima barang. 

(3) Penyerahan be.rang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah 
penandatangan NPHO ini. 
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Pasa13 

(1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima scsuai dengan 
peruntukkan. 

(2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan cvaluasi dan monitoring atas 
penggunwm hibah berdasarkan Juporan perumggungjawaban pc:n~unaan 
yang disampaikan kepada PIIIAK KEDUA. 

Pasal 4 

(1) Nasknh Perjanjian Hibah Dnerah ini, dibuut rangkap 3 (tiga), lembor 
pertama dnn kedua masing·masing bermaterai cukup sehinggu 
mempunyai kekuatan hukum sama. 

(2) Hal•hal lain yang bclum tcrcantum dalam Nasknh Perjanjian llibah 
Oacrah ini dapat diatur lcbih lanjut dalam Addendum. 

PIHAK KEDUA, 

(Nama Penerima Hibah) 

Salinan scsuai dengan asLinya 

PIIIAK PERTAMA, 

(Nama Pembcri Hibah) 

BUPATIBOJONEGORO, 

Ltd. 

H. SU YOTO 

SEKRET~ ~RAH KABUPATEN BOJONEGORO 

4• n, ~ 
t.i/L , ~ BHAD; MOEO~M 

Pembina Utama Madya 
-90 NlP. 19600131 198603 1 008 


